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RESPONS INDONESIA ATAS ISU PENGGUNAAN
PANGKALAN MILITER OLEH RUSIA

BADAN KEAHLIAN Aulia Fitri
DPR RI o mtrtn Analis Legislatif Ahli Muda
aulia.fitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pasca pertemuan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dengan Sekretaris Dewan
Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, muncul isu mengenai permintaan izin Rusia untuk
menggunakan salah satu pangkalan militer di Indonesia. Dalam permintaan tersebut, Rusia
berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara
Manuhua di Biak, Papua. Isu ini pertama kali muncul melalui laman pemberitaan media
pertahanan Janes pada 14 April 2025.

Pemberitaan itu kemudian memunculkan reaksi dari Australia dan Amerika Serikat (AS). Kedua
negara yang tergabung dalam pakta pertahanan AUKUS tersebut khawatir apabila Rusia
menempatkan pesawat militernya di Biak, maka aset-aset militer AS dan Australia akan berada
dalam jangkauan langsung pasukan militer Rusia, termasuk fasilitas pertahanan AS di Guam,
Pasifik Barat. Baik AS dan Australia telah melakukan konfirmasi secara langsung terhadap
Indonesia mengenai hal ini. Tidak dapat dipungkiri, pangkalan TNI AU Biak sangat strategis
untuk kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara di wilayah Pasifik. Saat Perang
Dunia ll, pangkalan itu pernah menjadi basis pertahanan tentara Sekutu dalam Perang Pasifik
melawan Jepang.

Menanggapi isu yang beredar tersebut, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri
Indonesia sama-sama menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah
disebutkan dalam pertemuan bilateral Indonesia-Rusia pada akhir Februari 2025. Kementerian
Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri juga menggarisbawahi bahwa penggunaan
pangkalan militer Indonesia oleh negara asing bertentangan dengan kepentingan nasional dan
strategi pertahanan negara. Meskipun ada sejarah usulan penggunaan fasilitas militer
Indonesia untuk kepentingan logistik atau pemeliharaan oleh pihak asing, Kementerian
Pertahanan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memperkuat kemandirian
pertahanan nasional melalui modernisasi dan peningkatan kemampuan militer dalam negeri.

Sikap tegas pemerintah menunjukkan komitmen politik luar negeri bebas aktif yang tidak terikat
dan bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Keberadaan
pangkalan militer asing di Indonesia berisiko menarik negara kita ke dalam dinamika geopolitik
yang bertentangan dengan upaya menjaga perdamaian global. Di samping itu, prioritas utama
Indonesia adalah melindungi kepentingan nasional, bukan terlibat dalam konflik yang bisa
memperuncing ketegangan antara kekuatan besar dunia.

Kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan pembukaan ruang untuk penggunaan pangkalan
militer merupakan dua hal yang berbeda. Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada
negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer untuk tujuan apapun di
Indonesia. Namun, komitmen tersebut bukan sebagai bentuk pembatasan terhadap kerja sama
militer, karena pada prinsipnya negara kepulauan tetap dapat mengizinkan pesawat dan kapal
militer negara lain (military innocent passage) sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban,



dan keamanan serta dilakukan sesuai dengan aturan hukum internasional. Sehingga, kerja
sama militer Indonesia dengan negara lain tidak akan menjangkau pembinaan pangkalan militer
asing di tanah air. Sebagai catatan, pada tahun 2017 militer Indonesia dan Rusia pernah
melaksanakan latihan bersama berupa patroli pesawat bomber di pangkalan TNI AU Biak dalam
konteks kerja sama pengumpulan intelijen pada kerangka kerja sama pertahanan bilateral.

Dalam konteks geopolitik global yang terus berubah, Indonesia perlu berhati-hati
dalam menjaga hubungan dengan berbagai negara. Langkah yang kurang tepat
dalam melakukan pendekatan pertahanan dapat berdampak pada potensi
instabilitas. Isu mengenai penggunaan pangkalan militer di Biak oleh Rusia sempat
menimbulkan kegaduhan dalam politik internasional. Melalui fungsi pengawasan,
Komisi | DPR RI dapat menghimbau Kementerian Pertahanan dan Kementerian
Luar Negeri untuk saling bersinergi memastikan kebijakan kerja sama pertahanan
sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Komisi | juga dapat
mendorong Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri tetap
memprioritaskan kepentingan nasional tanpa mencederai kepentingan strategis
dalam kerja sama pertahanan dengan negara lain.
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Sumber

cnbcindonesia.com, 18 April 2025;
cnnindonesia.com, 15 April 2025;
detik.com, 16 April 2025;
kompas.com, 16 dan 17 April 2025;
metrotvnews.com, 18 April 2025; dan
tempo.co, 16, 17, dan 18 April 2025.
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